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Case Study

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL-3 Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di

bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan

CPL-5 Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum

CPL-6 Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK - 1 Mahasiswa mampu menguasai substansi mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara

CPMK - 2 Mahasiswa mampu memahami topik topik hangat atau isu kekinian perihal htn

CPMK - 3 Mahasiswa mampu menganalisis kasus kasus uptodate
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CPMK CPL-3 CPL-5 CPL-6

CPMK-1 ✔   

CPMK-2  ✔  
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Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

 
CPMK Minggu Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CPMK-1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
CPMK-2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
CPMK-3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Deskripsi
Singkat MK

Mata kuliah ini mengkaji isu-isu besar dalam hukum tata negara baik dari perspektif teoritik maupun praktek seperti sejarah
ketatanegaraan, politik hukum, pemberhentian Presiden, pemilu dan partai politik dan hukum tata negara darurat.
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1
Minggu ke 1

Memahami sejarah
Ketatanegaraan
Indonesia

Mampu
memahami dan
menjelaskan
sejarah
Ketatanegaraan
Indonesia

Kriteria:
Baik, Sedang,
Buruk

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Ceramah,
diskusi,
dan tanya
jawab
2 X 50
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sejarah
Ketatanegaraan
Indonesia
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Hukum Tata
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Perkembangan
Praktek
Ketatanegaraan
Indonesia, 2013,
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Negara Darurat,
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Indonesia, 2012,
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Hasil Pemilu,
2013, Setara
Press [5]Abdul
Mukthie Fadjar,
Partai Politik
Dalam
Perkembangan
Praktek
Ketatanegaraan
Indonesia, 2013,
Setara Press [6]
Jimly Asshidiqie,
Hukum Tata
Negara Darurat,
2007,
RajawaliPress [7]
Moh Mahfud MD,
Politik Hukum Di
Indonesia, 2012,
Rajawalipress

5%



3
Minggu ke 3

Memahami politik
hukum Indonesia
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Memahami model
pemberhentian
Presiden sebelum
dan sesudah
perubahan UUD 1945

Mampu
memahami dan
menjelaskan
model
pemberhentian
Presiden
sebelum dan
sesudah
perubahan UUD
1945

Kriteria:
Keaktifan

Bentuk Penilaian :
Aktifitas
Partisipasif,
Penilaian Hasil
Project / Penilaian
Produk

Ceramah,
diskusi,
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jawab,
latihan,
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penugasan
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pemberhentian
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UTS Mahasiswa
mampu
mengerjakan
soal UTS dengan
baik

Kriteria:
1.Baik
2.Sedang
3.Kurang

Bentuk Penilaian :
Tes

Tertulis
2 X 50

Materi: Ujian
Tengah
Semester
Pustaka: [1]
Ni’matul Huda,
Hukum Tata
Negara
Indonesia, 2005,
RajawaliPress [2]
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Memahami partai
politik dalam
perkembangan
ketatanegaraan
Indonesia

• Menjelaskan
partai politik di
era demokrasi
Orde lama •
Menjelaskan
partai politik di
era demokrasi
orde baru •
Menjelaskan
partai politik di
era reformasi •
Menjelaskan
partai politik local
• Menjelaskan
tentang
pembubaran
partai politik

Kriteria:
1.Baik
2.Sedang
3.Kurang

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Ceramah,
diskusi,
tanya
jawab, dan
latihan
2 X 50

Materi:
Memahami partai
politik dalam
perkembangan
ketatanegaraan
Indonesia
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Hukum Tata
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Chand&Company
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Hasil Pemilu,
2013, Setara
Press [5]Abdul
Mukthie Fadjar,
Partai Politik
Dalam
Perkembangan
Praktek
Ketatanegaraan
Indonesia, 2013,
Setara Press [6]
Jimly Asshidiqie,
Hukum Tata
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RajawaliPress [7]
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Perkembangan
Praktek
Ketatanegaraan
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Memahami partai
politik dalam
perkembangan
ketatanegaraan
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Memahami sistem
pemilu di Indonesia

• Mendiskusikan
tentang praktek
pemilu
Presiden/Wakil
Presiden •
Mendiskusikan
tentang praktek
pemilu legislative
•
Memperdebatkan
pemilihan kepala
daerah sebagai
rezim pemilu

Kriteria:
1.Baik
2.Sedang
3.Kurang

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Diskusi,
konsultasi,
dan
presentasi
2 X 50

Materi:
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sistem pemilu di
Indonesia
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Memahami hukum
tata negara darurat di
Indonesia

• Menjelaskan
kasus-kasus
keadaan darurat
di Indonesia •
Menjelaskan
prosedur
pemberlakuan
keadaan darurat

Kriteria:
1.Baik
2.Sedang
3.Kurang

Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif

Ceramah,
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tanya
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latihan
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Ujian Akhir Semester Mampu
mengerjakan
UAS
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Bentuk Penilaian :
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Materi: Ujian
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UUD 1945, 2008,
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Science, 2005, S.
Chand&Company
LTD [4] Abdul
Mukthie Fadjar,
Pemilu
Perselisihan
Hasil Pemilu,
2013, Setara
Press [5]Abdul
Mukthie Fadjar,
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Praktek
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Indonesia, 2013,
Setara Press [6]
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Hukum Tata
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RajawaliPress [7]
Moh Mahfud MD,
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Indonesia, 2012,
Rajawalipress

15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study
No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 82.5%
2. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 2.5%
3. Tes 15%

100%

Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)  adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang
diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah  adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum,
ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah,
dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)  adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur
atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik
terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur
yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar
penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel,

Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.



9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan
sub-pokok bahasan.

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan
tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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